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RIWAYAT HIDUP 

 

1. Nama Lengkap : Nurul Jannah 

2. Tempat dan Tanggal Lahir : Bukat, 14 Juli 1997 

3. Agama  : Islam 

4. Kebangsaan  : Indonesia 

5. Status Perkawinan : Belum Kawin 

6. Alamat  : Jl. Jembatan Rahmat Rt. 01 Rw. 01  

  Kel. Bukat, Kec. Barabai, Kab. HST      

7. Pendidikan :  a. SDN 3 Barabai Darat Tamat Tahun 2009 

b. MTsN Barabai Tamat Tahun 2012 

c.  MAN 1 Barabai Tamat Tahun 2015 

8. Pengalaman Organisasi :  a. KSR-PMI Unit UIN Antasari Banjarmasin   

                                               Periode Tahun 2016-2017 

b. DEMA UIN Antasari Banjarmasin   

Periode Tahun 2017-2018          

9. Orang Tua 

 Ayah      

Nama : Rahmadi 

Pekerjaan  : Petani 

Alamat  : Jl. Jembatan Rahmat Rt. 01 Rw. 01  

   Kel. Bukat, Kec. Barabai, Kab. HST      

 Ibu 

Nama : Salasiah 

Pekerjaan : Petani 

   Alamat : Jl. Jembatan Rahmat Rt. 01 Rw. 01 

                Kel. Bukat, Kec. Barabai, Kab. HST      

10. Saudara (Jumlah Saudara) : Anak ketiga dari 4 Bersaudara 

 

 

 

 Banjarmasin, 04 Oktober 2019 

 Penulis 

 

 

 

Nurul Jannah 
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
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P E N E T A P A N

Nomor :33/Pdt.P/2014/PA.Tgt

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM 

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanah Grogot yang memeriksa dan mengadili perkara – perkara 

tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara 

permohonan isbat nikah yang diajukan oleh ;

Andreas Hamijaya bin Dadi Prayogi, Umur 17 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTP, 

Pekerjaan Tani, Tempat kediaman di Jalan Mendik RT. 05 Desa 

Putang Kecamatan Long Kali Kabupaten Paser, Sebagai Pemohon 

I;

Jamiatul Khasanah binti Said Abu Bakar, Umur 17 tahun, Agama Islam, Pendidikan 

SLTP, Pekerjaan Ibu rumah tangga, Tempat kediaman di Jalan 

Mendik RT. 05 Desa Putang Kecamatan Long Kali Kabupaten 

Paser, Sebagai Pemohon II;

• Pengadilan Agama tersebut;

• Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

• Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta saksi-saksi di depan 

persidangan;

• Telah memperhatikan surat bukti dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan surat permohonannya tertanggal 11 

Februari 2014, dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanah Grogot pada 

tanggal yang sama dengan register Nomor 33/Pdt.P/2014/PA Tgt., telah mengajukan 

permohonan Pengesahan Nikah dengan mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai 

berikut:

1 Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tanggal 10 Januari 2013 di 

Desa Kademan, Kecamatan Long Kali, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan 

Timurdihadapan Penghulu bernama KHALID dengan wali nikah yaitu wali nasab 

(orang tua pemohon II) yang bernama SAID ABU BAKAR dengan mahar berupa 

1

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 1
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uang sebesar  Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan disaksikan oleh dua orang saksi 

bernama 1. ANDIKA PURNAMA, 2. WAHYU DINOR dan banyak orang lain yang 

hadir; 

2 Bahwa sebelum menikah Pemohon I dengan Pemohon II berstatus Jejaka, dan 

Perawan; 

3 Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dilaksanakan sesuai dengan 

Syariat Islam;

4 Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II membina rumah tangga di rumah 

orang tua Pemohon I, di Desa Putang Kecamatan Long Kali Kabupaten Paser hingga 

sekarang, dan telah di karuniai 1 orang anak bernama QUEN ALONA HAMIJAYA 

binti ANDREAS HAMIJAYA, lahir tanggal 13 Juni 2013;

5 Bahwa semenjak Pemohon I dan Pemohon II menikah belum pernah bercerai dan 

tidak pernah mendapat gugatan dari pihak manapun / masyarakat tentang keabsahan 

pernikahan tersebut;

6 Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah mendapatkan bukti pernikahan / 

buku kutipan akta nikah;

7 Bahwa pada saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan penetapan 

Pengesahan Nikah (Itsbat Nikah) sebagai bukti nikah Pemohon I dan Pemohon II dan 

juga untuk keperluan mendapatkan buku nikah, serta sebagai syarat untuk pembuatan 

akta kelahiran anak;

Berdasarkan alasan tersebut diatas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan 

Agama Tanah Grogot untuk memprosesnya dalam persidangan dengan menjatuhkan 

penetapan sebagai berikut :

1 Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

2 Menetapkan sahnya pernikahan Pemohon I (ANDREAS HAMIJAYA bin DADI 

PRAYOGI) dan Pemohon II (JAMIATUL KHASANAH binti SAID ABU BAKAR) 

yang telah dilaksanakan pada tanggal 10 Januari 2013 di Desa Kademan, Kecamatan 

Long Kali, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur; 

3 Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II telah 

datang menghadap sendiri secara pribadi ke persidangan; 

Bahwa untuk melindungi hak-hak orang lain atau yang mempunyai kepentingan dan 

tidak menjadi pihak dalam  perkara a quo, maka perkara permohonan isbat nikah ini telah di 

umumkan sebagaimana relaas pengumuman Nomor :33/Pdt.P/2014/PA Tgt., ternyata selama 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 2
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tenggang waktu tersebut tidak ada pihak yang merasa keberatan atas pernikahan Pemohon I 

dengan Pemohon II;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang 

isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II dan menambahkan keterangan 

yang pada pokoknya sebagai berikut :

a Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan isbat nikah 

untuk mendapatkan buku nikah dan sebagai syarat untuk pembuatan akte 

kelahiran anak;

b Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram, 

sesusuan maupun semenda;

c Bahwa sejak menikah Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai;

d Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat karena menikah 

secara sirri;

e Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak di laksanakan di KUA 

karena Pemohon I dan Pemohon II belum memiliki KTP karena masih di 

bawah umur serta Pemohon II sudah hamil 3 bulan; 

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah 

mengajukan bukti berupa:

1 Fotokopy kartu tanda penduduk an. Pemohon I Nomor 641081404960001 

tanggal 5 Februari 2014 dan fotokopy kartu tanda penduduk an. Pemohon II 

Nomor 6401080502140006 tanggal 5 Februari 2014, yang telah di nazagelen dan 

bermaterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya kemudian diberi tanda P-1;

2 Foto Copy Kartu Keluarga Nomor : 6401080502140006 tanggal 5 Februari 2014 

yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 

Kabupaten Paser, yang telah di nazagelen dan bermaterai cukup, setelah 

dicocokkan dengan aslinya kemudian diberi tanda P-2;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II juga telah menghadirkan dua orang saksi yang 

masing-masing bernama:

1 Said Abu Bakar bin Didang alias Burhan , Umur 65 tahun, di bawah sumpah secara 

agama Islam menyampaikan kesaksiannya dengan menerangkan yang pada pokoknya 

sebagai berikut :

• Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi sebagai ayah 

kandung Pemohon II;

• Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri;

3
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• Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 10 Januari 2013 di rumah 

penghulu Desa Kademan Kecamatan Long Kali Kabupaten Paser Provinsi 

Kalimantan Timur;

• Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan tersebut;

• Bahwa yang menikahkan adalah penghulu bernama Khalid;

• Bahwa yang bertindak sebagai wali adalah saksi sendiri sebagai ayah kandung 

Pemohon II;

• Bahwa yang menjadi saksi pernikahan adalah Andika Purnama dan Wahyu Dinor 

dan banyak lagi yang ahdir;

• Bahwa mahar yang di berikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang sejumlah 

Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);

• Bahwa status Pemohon I jejaka dan Pemohon II perawan;

• Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II tinggal di rumah orang tua 

Pemohon I di Desa Putang Kecamatan Long kali Kabupaten Paser sampai sekarang;

• Bahwa samapi sekarang mereka berdua belum pernah bercerai bahkan rumah tangga 

mereka dalam keadaan rukun dan harmonis dan telah dikaruniai 1 orang anak;

• Bahwa tidak ada orang lain yang menyatakan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II 

tidak sah;

• Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai buku nikah karena 

pernikahannya di nikahkan oleh penghulu kampung;

• Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan isbat nikah untuk mendapatkan buku 

nikah dan untuk pembuatan akte kelahiran anak; 

2 Andika Purnama bin Dadi Prayogi, Umur 36 tahun, di bawah sumpah secara 

agama Islam menyampaikan kesaksiannya dengan menerangkan yang pada 

pokoknya sebagai berikut :

• Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi kakak kandung 

Pemohon I;

• Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 10 

Januari 2013 di Desa Kademan Kecamatan Long Kali Kabupaten Paser Provinsi 

Kalimantan Timur;

• Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan tersebut;

• Bahwa yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah penghulu bernama 

Khalid;
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• Bahwa yang menjadi wali adalah ayah kandung Pemohon II bernama Said Abu 

Bakar;

• Bahwa yang menjadi saksi pernikahan adalah saksi sendiri dan Wahyu Dinor dan 

banyak lagi yang hadir;

• Bahwa ststus Pemohon I jejaka dan Pemohon II adalah gadis;

• Bahwa mahar yang di berikan adalah berupa uang sejumlah Rp. 100.000,- (seratus 

ribu rupiah);

• Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II tinggal di rumah orang tua 

Pemohon I di Desa Putang Kecamatan Long Kali Kabupaten Paser;

• Bahwa rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II dalam keadaan harmonis tidak 

pernah bercerai dan telah di karuniai 1 orang anak;

• Bahwa tidak ada orang lain yang menyatakan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II 

tidak sah;

• Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai buku nikah karena 

pernikahannya di nikahkan oleh penghulu kampung;

• Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan isbat nikah untuk mendapatkan buku 

nikah dan untuk pembuatan akte kelahiran anak;  

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon I dan Pemohon II tidak mengajukan 

bantahan/ membenarkannya dan selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyatakan sudah 

cukup segala sesuatunya dan tidak ada lagi bukti yang diajukan dan hanya memohon agar 

Majelis Hakim menjatuhkan penetapan dalam perkara ini;

Bahwa untuk meringkas uraian penetapan ini, Majelis Hakim merujuk kepada berita 

acara persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon I dan Pemohon II adalah 

sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara isbat nikah (pengesahan nikah) adalah perkara di bidang 

perkawinan, maka berdasarkan pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 50 

Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang 

Peradilan Agama, perkara ini menjadi kewenangan Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa Permohonan Pengesahan Pernikahan Pemohon I dan Pemohon II 

telah diumumkan dan ternyata selama tenggang waktu tersebut tidak ada pihak yang 

5
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mengajukan keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, atas pengumuman 

tersebut maka petunjuk Buku II edisi Revisi 2010 yang berlaku berdasarkan Keputusan Ketua 

Mahkamah Agung Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman 

Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pihak yang berkaitan 

langsung dengan peristiwa pernikahan sirri yang dimohonkan pengesahannya ke Pengadilan 

Agama Tanah Grogot, dengan demikian mempunyai kedudukan legal standing atas perkara 

ini (Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam; 

Menimbang, bahwa alasan yang mendasari Pemohon I mengajukan Isbat Nikah atas 

pernikahannya dengan Pemohon II yang telah dilaksanakan pada tanggal 10 Januari 2013 di 

Desa Kademan, oleh penghulu desa dengan wali nikah ayah kandung Pemohon IIkarena 

pernikahan Pemohon I dan  Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama karena 

masalah Pemohon I dan Pemohon II belum mempunyai KTP karena masih di bawah umur 

serta Pemohon II telah hamil 3 bulan, sedangkan Pemohon I dan Pemohon II sangat 

memerlukan bukti pernikahan dimaksud untuk mendapatkan buku nikah, untuk Akta 

Kalahiran Anak, dan untuk kepastian hukum lainnya, demi masa depan dan keluarga serta 

anak keturunan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II memohon agar dinyatakan sah 

perkawinan sirri yang dilaksanakan pada 10 Januari 2013, dalam hal ini meskipun dalam 

penjelasan Pasal 49 angka 22 Undang Undang 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas 

Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama menentukan bahwa 

perkawinan yang disahkan itu hanya perkawinan yang dilangsungkan sebelum berlakunya 

Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974, tetapi dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 7 

ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, maka pengesahan nikah dapat diajukan ke 

pengadilan Agama dengan adanya perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak 

mempunyai halangan perkawinan menurut Undang Undang Nomor 1 tahun 1974, sehingga 

memberi peluang untuk mengesahkan perkawinan yang tidak dicatat oleh PPN Kantor 

Urusan Agama sesudah berlakunya Undang Undang Nomor 1 tahun 1974, dengan demikian 

perkara a quo patut mendapat perlindungan hukum;

Menimbang, bahwa pernikahan di bawah tangan yang tidak dicatatkan pada Kantor 

Urusan Agama akhirnya akan menimbulkan masalah dalam kehidupan selanjutnya, karena 

tanpa akta nikah segala perbuatan hukum yang berkaitan dengan akibat pernikahan, seperti 

maksud Pemohon I dan Pemohon II mengajukan isbat nikah perkara a quo guna untuk 

memperoleh kepastian hukum perkawinannya dan untuk persyaratan administrasi anak 

mereka, sudah seharusnya untuk diatasi, perkara ini patut dipertimbangkan;

Disclaimer
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Menimbang, bahwa tidak adanya halangan perkawinan menurut Undang Undang 

Nomor 1 tahun 1974 merupakan alasan pokok dapat disahkannya suatu perkawinan baik 

sebelum atau sesudah berlakunya Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan halangan 

perkawinan itu identik dengan BAB II tentang syarat-syarat perkawinan sebagaimana diatur 

pada Pasal 6 sampai Pasal 12 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974, sehingga perkara a quo 

harus berpedoman pada ketentuan tersebut;

Menimbang, bahwa disamping pertimbangan di atas juga untuk menentukan sah atau 

tidaknya suatu perkawinan, maka harus dilihat apakah telah memenuhi ketentuan perkawinan 

menurut agama dan kepercayaannya itu atau tidak sebagaimana Pasal 2 ayat 1 UU Nomor 1 

tahun 1974dan dipertegas lagi oleh Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yakni 

perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum Islam bagi yang beragama Islam. 

Dalam hal ini karena yang dimohonkan pengesahan nikahnya itu beragama Islam 

berdasarkan pengakuan Pemohon I dan Pemohon II, maka yang menjadi patokan adalah 

hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 6 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 

1974 menentukan perkawinan harus berdasarkan persetujuan kedua mempelai, dalam hal ini 

Pemohon I dengan Pemohon II patut dikatakan telah setuju untuk mengadakan perkawinan 

tersebut, sehingga telah memenuhi ketentuan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II dan saksi-

saksi, maka perkawinan tersebut tidak melanggar perkawinan yang diatur pada Pasal 8 

Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 39 s/d Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, 

karena Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga apapun, tidak ada 

hubungan sesusuan, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis juga telah 

memenuhi syarat dan rukun nikah, yakni adanya mempelai laki-laki, mempelai perempuan, 

wali nikah (yakni ayah kandung Pemohon II), dua orang saksi yang menyaksikan perkawinan 

tersebut dan ijab diucapkan dengan ucapan sesuai ketentuan syara’) serta qabul (diucapkan 

oleh Pemohon I sebagai mempelai laki-laki secara langsung dengan ucapan sesuai ketentuan 

syara’ setelah adanya ucapan ijab dari wali nikah) sebagaimana diatur pada Pasal 14 sampai 

Pasal 29 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, disamping itu Pemohon I telah menyerahkan 

mas kawinnya berupa uang sebesar Rp. 100. 000,- tunai yang langsung diterima oleh 

Pemohon II, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam 

di Indonesia, oleh karena itu patut dinyatakan perkawinan tersebut sah menurut hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam Kitab Bughyatul Mustarsyidin halaman 298 terdapat 

ketentuan yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, bahwa :
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Artinya : Barang siapa yang mengetahui bahwa sesorang perempuan itu sebagai istri 

seorang laki-laki maka disaksikan/dihukumi masih tetap adanya hubungan suami 

istri selama tidak ada bukti yang menentukan lain (putusnya nikah);

Menimbang, bahwa dalam Kitab Mughni al Muhtaj juz II  terdapat ketentuan yang 

selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, bahwa : 

ويقبلإقرارالبالغةالعاقلةبالنكاحعلىجديد
Artinya : “Diterima pengakuan nikahnya seorang perempuan yang ‘aqil baligh, menurut 

qaul jadid”. 

Menimbang, bahwa ternyata permohonan pengesahan nikah ini telah mempunyai 

urgensinya/maksudnya yakni untuk mengurus persyaratan pembuatan akta kelahiran anak di 

Kantor Catatan Sipil yang mana berdasarkan bukti P-2 (Kartu Keluarga), anak tersebut lahir 

setelah terjadinya perkawinan sirri tersebut, maka sangat tepat apabila anak tersebut 

mendapat identitas diri yang jelas dan status kewarganegaraannya sesuai dengan ketentuan 

Pasal 5 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 

1 tahun 1974 perkawinan hanya diijinkan apabila pihak pria telah berumur 19 tahun dan 

pihak wanita telah berumur 16 tahun, namun dapat dilakukan penyimpangan dengan 

mengajukan Dispensasi Nikah sebagaimana ditentukan secara khusus dalam Pasal 7 ayat (2) 

Undang-undang Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa tujuan pembatasan usia secara umum dalam Undang-undang 

adalah, sebagaimana dijelaskan dalam penjelasan Undang-undang Nomor 4 tahun 1979 Pasal 

(1) angka (2), yang menyatakan ;”Batas umur ditetapkan oleh karena berdasarkan 

pertimbangan kepentingan usaha kesejahteraan sosial, tahap kematangan sosial, kematangan 

pribadi dan kematangan mental”;

Menimbang, bahwa selain tujuan tersebut pembatasan umur, juga bertujuan untuk 

menjamin hak-hak anak, agar dapat hidup, tumbuh berkembang dan berpartisipasi secara 

optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, sebagaimana tercantum dalam Pasal 

3 Undang-undang Nomor 3 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa pada saat pernikahn dilangsungkan Pemohon I dan pemohon II 

belum mencapai umur yang di tentukan oleh Undang-Undang namun Pemohon I dan 
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Pemohon II maupun orang tua masing-masing tidak mengajukan dispensasi kepada 

Pengadilan Agama dengan alasan karena Pemohon II telah hamil 3 bulan;

Menimbang, bahwa majelis menyadari, memberikan penetapan pengesahan nikah 

yang salah satu Pemohonnya masih di bawah umur adalah melanggar Undang-Undang yang 

seharusnya terlebih dahulu ada penetapan dispensasi dari Pengadilan Agama, akan tetapi 

Majelis Hakim mempertimbangankan dari sisi kemaslahatan karena Pemohon I dan Pemohon 

II saat ini telah mempunyai 1 orang anak sehingga demi menjaga kelangsungan tumbuh 

kembang anak Pemohon I dan Pemohon II maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II 

patut di pertimbangkan; 

Menimbang, bahwa majelis hakim berpendapat, tidak ditentukannya batas umur 

pernikahan dalam Hukum Islam, bukan suatu kealpaan dalam hukum Islam, melainkan 

karena pernikahan bagi manusia dipandang sebagai kebutuhan biologis setiap makhluk hidup, 

yang semata-mata tidak  didasarkan atas kematangan dan kecerdasan berfikir, melainkan 

merupakan dorongan biologis, yang antara satu dengan yang lainnya berbeda, dan hal 

tersebut hanya dapat dilihat tanda-tanda alamiyah bagi anak, dengan tidak menafikan tujuan 

perkawinan yang sakral dan mulia; 

Menimbang, bahwa kaidah fiqiyah yang diambil alih oleh pendapat majelis hakim 
menyatakan;

“Apabila berkumpul dua bahaya, maka hendaklah kalian berpegang pada  salah satu yang 
lebih ringan bahayanya”;

“Menolak / menghindari mafsadah (kerusakan) itu harus didahukukan dari pada 

menarik sesuatu maslahah (kebaikan)”; 

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan di atas, Pemohon I 

dan Pemohon II telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya, oleh karena itu 

permohonan Pemohon I dan Pemohon II patut untuk dikabulkan;  

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 

50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang 

Peradilan Agama, biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon 

I dan Pemohon II;

Memperhatikan,pasal-pasal dari ketentuan peraturan perundang-undangan dan dalil-

dalil syar’i lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;
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M E N E T A P K A N

1 Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

2 Menetapkan sah perkawinan Pemohon I (Andreas Hamijaya bin Dadi Prayogi) 

dengan Pemohon II (Jamiatul Khasanah binti Said Abu Bakar) yang dilaksanakan 

pada 10 Januari 2013 di Desa Kademan, Kecamatan Long kali Kabupaten Paser;

3 Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara 

sebesar Rp 276.000,-  (Dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah penetapan ini ditetapkan dalam permusyawaratan Majelsi Hakim pada 

hari Rabu, tanggal 5 Maret 2014 Masehi, bertepatan dengan tanggal 3 Rabiul Tsani 1435 

Hijriah, oleh kami  Drs. H. Elmunif.,sebagai Hakim Ketua Majelis, di dampingi oleh 

Suparlan, S. HI., MH., dan Fitriah Azis, SH.,  masing - masing sebagai Hakim Anggota 

serta Drs. Nasa’i sebagai Panitera, dan pada saat itu juga diucapkan dalam sidang terbuka 

untuk umum dengan dihadiri Pemohon I dan Pemohon II;

Ketua Majelis

Hakim Anggota 

ttd ttd

Suparlan, S. HI., MH Drs. H. Elmunif

ttd

Fitriah Azis, SH

Panitera 

ttd

Drs. Nasa’i

Perincian Biaya Perkara :

1 Pendaftaran Rp.    30.000,-

2 Panggilan Rp.  160.000,-

3 Biaya proses Rp.    75.000,-

4 Redaksi Rp.      5.000,-

5 Materai Rp.      6.000,-
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Jumlah            Rp.276.000,- 
     (Dua ratus tujuh puluh enam  ribu rupiah) ;

Tanah Grogot, 2 April 2014

Untuk salinan yang sama bunyinya

Panitera

Drs. Nasa’i
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P E N E T A P A N

Nomor  0288/Pdt.P/2015/PA.Mpw.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mempawah yang memeriksa dan mengadili perkara 

tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan 

penetapan sebagai berikut dalam perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

Aditya Rizki Pratama bin Salimin Bakri, umur 22 tahun, agama Islam, 

pekerjaan Karyawan Toko Pariasi Mobil, tempat kediaman 

di Jalan Adi Sucipto RT 4 RW 2 Desa Arang Limbung 

Kecamatan Sungai  Raya Kabupaten Kubu Raya, sebagai 

Pemohon I;

Rahayu Nengtias binti M. Said , umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu 

rumah Tangga, tempat kediaman di Jalan Adi Sucipto RT 

4 RW 2 Desa Arang Limbung Kecamatan Sungai  Raya 

Kabupaten Kubu Raya, sebagai Pemohon II;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai para pemohon;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara; 

Telah mendengar keterangan para pemohon  dan memeriksa bukti-bukti di 

persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon berdasarkan surat permohonan  para pemohon 

tertanggal 27 Agustus 2015 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan 

Agama Mempawah dengan Register Nomor 0288/Pdt.P/2015/PA.Mpw. tanggal 

27 Agustus 2015, telah mengajukan permohonan isbat nikah dengan alasan 

dan dalil sebagai berikut:

Hal.1 dari 8 Pen. No. 0288/Pdt.P/2015/PA.Mpw.
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1. Bahwa, pada tanggal 09 Nopember 2011 Pemohon I dan Pemohon II telah 

melangsungkan pernikahan bertempat di rumah kediaman orang tua 

Pemohon II di  Desa Arang Limbung Kecamatan Sungai Raya Kabupaten 

Kubu Raya dengan wali nikah orang tua kandung pemohon II yang bernama 

M. Said, dengan ijab diwakilkan kepada penghulu nikah Amirullah, adapun 

yang menjadi saksi-saksi adalah Muslim dan Bakri, dengan maskawin 

berupa Seperangkat Alat Sholat;

2. Bahwa, pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dalam 

usia 19 tahun, sedangkan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 19 

tahun, telah memenuhi syarat-syarat dan tidak ada larangan untuk 

melakukan pernikahan, baik menurut hukum Islam maupun menurut 

peraturan perundang-undangan yang berlaku;

3. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak  terdaftar pada 

Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya, 

karena masih dibawah umur sehingga Pemohon I dan Pemohon II tidak 

mempunyai bukti sah pernikahannya;

4. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II bertempat 

tinggal di rumah kediaman bersama di rumah bersama di Desa Arang 

Limbung sebagaimana alamat Para Pemohon diatas;;

5. Bahwa, dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun 

sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak bernama : 

1. M. Ridho Al Rizki umur 3 tahun;

2. M. Rizal Apriansyah umur 2 tahun

6. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak terdapat larangan kawin, 

baik karena hubungan nasab (mahram) atau karena hubungan perkawinan 

(musahharah) atau persusuan (radha’ah) dan tidak terdapat halangan kawin 

menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

7. Bahwa sejak Pemohon I dan Pemohon II menikah sampai saat ini tidak 

pernah ada orang lain yang keberatan ataupun yang menggugat pernikahan 
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tersebut dan selama menikah Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah 

bercerai, dan tetap dalam agama Islam;

8. Bahwa oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan 

Penetapan Pengesahan Nikah/isbat nikah dari Pengadilan Agama 

Mempawah untuk mendapatkan Bukti Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan 

Agama Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya sebagai persyaratan 

untuk mengurus Akta Kelahiran anak dan keperluan lainnya yang 

berhubungan dengan Akta Nikah;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, para pemohon mohon kepada 

Ketua Pengadilan Agama Mempawah cq. Majelis Hakim agar segera 

memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan 

sebagai berikut: 

1. Mengabulkan permohonan para pemohon;

2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I (Aditya Rizki Pratama bin 

Salimin Bakri) dan Pemohon II (Rahayu Nengtias binti M. Said ) yang 

dilaksanakan pada tanggal 09 Nopember 2011 di Desa Arang Limbung 

Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya;

3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, para 

pemohon datang menghadap ke persidangan, selanjutnya dibacakanlah surat 

permohonan para pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh  para 

pemohon dengan tambahan penjelasan bahwa para pemohon tidak 

mencatatkan pernikahannya karena Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai 

Raya menolak melangsungkan pernikahan para pemohon karena Pemohon I 

belum cukup umur dan saat itu berumur 18 tahun, namun para pemohon tidak 

mengurus dispensasi kawin dan tetap menikah tanpa dicatat karena Pemohon 

II saat itu dalam kondisi hamil;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya,  para pemohon telah 

mengajukan bukti berupa surat-surat sebagai berikut:

Hal.3 dari 8 Pen. No. 0288/Pdt.P/2015/PA.Mpw.
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1. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6112012508150014 tanggal 25 Agustus 

2015,  telah dinazegelen  dan telah dicocokkan dan sesuai dengan 

aslinya bertanda P.1;

2. Fotokopi Surat Keterangan pengganti identitas penduduk sementara atas 

nama Pemohon I dan Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II, 

telah dinazegelen  dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya 

bertanda P.2;

Bahwa, Majelis Hakim sepakat mencukupkan pemeriksaan pada tahap 

tersebut dan berpendapat bahwa pemeriksaan perkara ini tidak perlu 

dilanjutkan;  

Bahwa segala hal ihwal di persidangan telah termuat dalam berita acara 

sidang perkara ini maka untuk mempersingkat uraian penetapan ini Majelis 

Hakim menunjuk berita acara sidang tersebut yang merupakan bagian yang 

tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para pemohon 

adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara a quo adalah permohonan penetapan 

pengesahan nikah (itsbat nikah) yang dilakukan oleh orang yang beragama 

Islam, karenanya merupakan yurisdiksi Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa dalam surat permohonannya, para pemohon 

mendalilkan bahwa para pemohon telah menikah pada tanggal 9 November 

2015 Desa Arang Limbung Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya 

dengan wali nikah orang tua kandung pemohon II dengan ijab diwakilkan 

kepada penghulu nikah  dan disaksikan 2 orang saksi, dengan maskawin 

berupa seperangkat alat shalat dan tidak ada halangan atau larangan untuk 

melakukan pernikahan menurut hukum yang berlaku, pernikahan mana tidak 

dicatatkan karena Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Raya menolak 

melangsungkan pernikahan para pemohon karena Pemohon I belum cukup 
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umur dan saat itu berumur 18 tahun, namun para pemohon tidak mengurus 

dispensasi kawin dan tetap menikah tanpa dicatat karena Pemohon II saat itu 

sudah hamil;

Menimbang, bahwa para pemohon telah mengajukan bukti P.1 dan P.2, 

bukti-bukti mana merupakan surat yang dibuat dan ditandatangani oleh pejabat 

yang berwenang untuk itu, telah dinazeglen  dan telah dicocokkan dan sesuai 

dengan aslinya, oleh karena itu bukti-bukti surat tersebut telah memenuhi syarat 

formal dan materil alat bukti surat dan mempunyai kekuatan bukti sempurna 

dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2, telah ternyata para 

pemohon beragama Islam dan saat ini berstatus kawin serta telah tercatat 

dalam satu keluarga sebagai suami istri, hal mana menunjukkan bahwa instansi 

pelaksana administrasi kependudukan di tempat tinggal para pemohon telah 

mengeluarkan dokumen kependudukan para pemohon dengan mencantumkan 

data kependudukan para pemohon tanpa didasari bukti yang sah, karena bukti 

sah perkawinan bagi orang yang beragama Islam adalah Akta Nikah yang 

dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah atau Penetapan Itsbat Nikah dari 

Pengadilan Agama sebagaimana ditentukan pasal 7 Kompilasi Hukum Islam, 

hal mana menunjukkan belum tertibnya administrasi kependudukan di tempat 

tinggal para pemohon;

Menimbang, bahwa itsbat nikah pada prinsipnya terbatas hanya terhadap 

perkawinan yang terjadi sebelum Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 

sebagaimana ditentukan penjelasan pasal 49 huruf a angka 22 Undang-Undang 

Nomor 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama yang merupakan perubahan dari 

Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 dan telah diubah kedua dengan Undang-

Undang Nomor 50 tahun 2009, sedangkan perkawinan para pemohon tersebut 

terjadi setelah diundangkannya undang-undang tersebut, namun Pasal 7 ayat 3 

huruf e Kompilasi Hukum Islam memberikan peluang itsbat nikah setelah 

undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, sepanjang 

Hal.5 dari 8 Pen. No. 0288/Pdt.P/2015/PA.Mpw.
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perkawinan tersebut tidak mempunyai halangan perkawinan sebagaimana 

ditentukan oleh undang-undang tersebut;

Menimbang, bahwa maksud pasal tersebut meliputi perkawinan yang 

dilangsungkan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, 

namun terbatas pada perkawinan yang dilangsungkan oleh para pihak yang 

menghadapi kesulitan tertentu pada saat pencatatan, misalnya bencana alam, 

gangguan situasi keamanan, kultur sosial dan kelalaian petugas pencatat 

NTCR (Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk) dan perkawinan tersebut dilakukan 

dengan telah memenuhi segala syarat yang ditentukan Undang-Undang 

tersebut, bukan hanya telah memenuhi segala rukun dan syarat nikah dalam 

hukum Islam;

Menimbang, bahwa para pemohon  menikah pada tahun 2011 dan telah 

memberitahukan kehendaknya untuk menikah ke Kantor Urusan Agama Sungai 

Raya, namun   ditolak karena Pemohon I masih di bawah umur, penolakan 

mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat 1 Undang-undang Nomor 1 

Tahun 1974 Jo Pasal 15 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam karenanya penolakan 

tersebut beralasan dan sesuai ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang-undang Nomor 

1 Tahun 1974, Pemohon I seharusnya  mengajukan permohonan dispensasi ke 

Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa telah ternyata Pemohon I tidak mengajukan 

permohonan dispensasi nikah dimaksud, sehingga syarat yang dimaksud 

ketentuan pasal tersebut tidak terpenuhi dan para pemohon tetap 

melangsungkan pernikahan dengan tidak mengurus surat dimaksud, padahal 

telah mengetahui hal tersebut merupakan syarat administrasi pencatatan 

pernikahan, karenanya para pemohon telah dengan sengaja menikah tanpa 

tercatat, perbuatan mana tidak dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian, hakim berpendapat bahwa alasan 

ketiadaan pencatatan pernikahan para pemohon tersebut mengandung unsur 

kesengajaan dan pelanggaran terhadap undang-undang perkawinan dan 

peraturan terkait, karenanya bertentangan dengan hukum;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 6



Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa jika dipandang dari fungsi putusan Pengadilan 

sebagai alat rekayasa social (tool of social engineering), maka pembenaran 

terhadap pernikahan di bawah tangan yang dengan sengaja melanggar 

undang-undang dengan mengesahkannya melalui itsbat nikah dapat menjadi 

sebuah preseden buruk bagi masyarakat yang berakibat lembaga pencatatan 

perkawinan yang bertujuan menciptakan ketertiban administrasi dalam 

masyarakat justru dipermainkan dan masyarakat akan dengan mudah menikah 

di bawah tangan, meskipun mempunyai halangan perkawinan menurut undang-

undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka 

pengesahan perkawinan para pemohon yang jelas-jelas bertentangan dengan 

hukum tersebut justru akan membawa dampak buruk karena bertentangan 

dengan ketertiban umum, karenanya perkawinan tersebut tidak dapat disahkan 

dan permohonan para pemohon agar perkawinan tersebut disahkan, harus 

ditolak;

Menimbang, bahwa perkara ini masih termasuk dalam bidang perkawinan, 

maka berdasarkan pasal 89 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 

sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan 

perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya 

perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan 

hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N 

1. Menolak permohonan para pemohon;

2. Membebankan kepada  para pemohon untuk membayar biaya perkara 

sejumlah Rp371.000,00  (tiga ratus tujuh puluh satu ribu  rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim 

Pengadilan Agama Mempawah pada hari Selasa tanggal 15 September 2015 

Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Zulhijah 1436 Hijriah, oleh kami Uswatun 

Hal.7 dari 8 Pen. No. 0288/Pdt.P/2015/PA.Mpw.
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Hasanah, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Ema Fatma Nuris, S.H.I. dan Harisman, 

S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut pada hari itu 

juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan 

dihadiri oleh Hakim-hakim anggota dan R. Ilyas, S. Ag. sebagai Panitera 

Pengganti, serta dihadiri oleh para pemohon;

Hakim  Anggota, Ketua  Majelis,

Ttd Materai/Ttd

Ema Fatma Nuris, S.H.I. Uswatun Hasanah, S.H.I.
Hakim Anggota,
Ttd

Harisman, S.H.I.
Panitera Pengganti,
Ttd

Sulaiman, S. H. I.

Perincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran Rp  30.000,00  
2. ATK Rp  50.000,00
3. Panggilan Rp    280.000,00
4. Redaksi Rp.   5.000,00
5. Meterai Rp.  6.000,00
    J u m l a h Rp.  371.000,00
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